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ABSTRAK 

Muhammad Faisal Rakha Pratama, 201710115147, Penjatuhan Sanksi Pidana 

Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika di bawah Ketentuan Minimum Khusus 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat). 

 Perkara tindak pidana Narkotika saat ini semakin marak terjadi di Indonesia 

sehingga membutuhkan upaya penanggulangan melalui hukum pidana. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya dibuat untuk mencegah 

penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi sering kali dalam sebuah 

persidangan terkhususnya perkara Narkotika terjadi sebuah penyimpangan dalam putusan 

hakimnya, hal ini bisa terjadi karena hakim menjatuhkan putusan pidana dibawa batas 

ketentuan pidana minimum dalam undang-undang. Misalnya pada putusan Perkara Nomor 

688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST. Pst., 

Perkara Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst .  

Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan 

dengan cara berfokus pada bahan Pustaka atau data sekunder dan studi kasus.  

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam pasal 111 

hingga pasal 148 Bab. XV dan dalam hal ini pengaturan pidana minimum khususnya 

dikelompokan sebagai berikut: tindak pidana berkaitan dengan produksi Narkotika, tindak 

pidana berkaitan dengan jual beli Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan 

pengangkutan dan transito Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penguasaan 

Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. melalui 

pertimbangan nya hakim dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada 

pasal 112 maka hakim menetapkan terdakwa sebagai pelanggar pasal 127 ayat (1) dimana 

dalam hal ini para terdakwa ditetapkan sebagai penyalahuguna Narkotika Golongan 1 

karena dalam hal ini barang bukti yang ditemukan tergolong cukup kecil karena dibawah 

1 (satu) gram. Dalam Perkara Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Perkara Nomor 

952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST. Pst., Perkara Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst .   

 

 

Kata kunci: Sanksi pidana, Tindak pidana, Narkotika, Ketentuan Minimum Khusus. 
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ABSTRACT 

Muhammad Faisal Rakha Pratama, 201710115147  The Enforcement of 

Criminal Sanctions Against Drug Offender Defendants under Special Minimum 

Provisions According to Law No. 35 of 2009 on Narcotics (Study in Central Jakarta 

District Court). 

Narcotics criminal cases are currently increasingly prevalent in Indonesia so 

that it requires countermeasures through criminal law. Law No. 35 of 2009 on 

Narcotics is certainly made to prevent narcotics abuse that occurs in Indonesia. But 

often in a trial especially narcotics cases occur a deviation in the judge's verdict, this 

can happen because the judge imposes a criminal verdict brought the minimum 

criminal provision limit in the law.  For example, in the decision of Case Number 

688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., Case Number 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT. PST. Pst., 

Case Number 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst  

The research used is normative legal research conducted by focusing on library 

materials or secondary data and case studies.  

Law number 35 of 2009 on Narcotics, stipulated in articles 111 to article 148 

chapter. XV and in this case the minimum criminal arrangements are especially 

grouped as follows: criminal acts related to the production of Narcotics, criminal acts 

related to the sale and purchase of Narcotics, criminal acts related to the 

transportation and transit of Narcotics, criminal acts related to the possession of 

Narcotics, criminal acts related to the misuse of Narcotics. Through his consideration 

of the judge by deviating the special minimum criminal provisions in article 112, the 

judge determined the defendant as a violator of article 127 paragraph (1) where in this 

case the defendants were designated as abusers of Narcotics Group 1 because in this 

case the evidence found was quite small because it was under 1 (one) gram. In Case 

Number 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Case Number 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT. PST. 

Pst., Case Number 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst  

Keywords: Criminal sanctions, Narcotics crime, special Minimum provisions 
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